WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2018.

: 1. Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1950  tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42806) ;0‘/
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); ’

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomorl130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat I Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028) o~
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119); &~ /
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Serj E

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

y
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(BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 50);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 53);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60); e

7
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45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota
Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 129)

48.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71)
secbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014  Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90).

49.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 13);

S0.Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017
( Lembar Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9 )

S1.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9 )

52 Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor TLE

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018,

Pasal 1

Tahun Anggaran 2018 semula sebesar R

p. 5.170.158.970.218 -
begkurang sebesar Rp.391.296.113.000,— sehingga menja(ii
sebesar Rp. 4.778.862.857.218,— dengan rincian sebagai

berikut:
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1. PENDAPATAN DAERAH

a. Semula Rp. 4.301.858.632.218,-

b. Bertambah Rp. 28.662.195.784 - (+)

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp.4.330.520.828.002,-
2. BELANJA DAERAH

a. Semula Rp. 5.170.158.970.218,-

b. Berkurang Rp. (391.296.113.000,-)

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 4.778.862.857.218,-
Defisit setelah Perubahan (Rp.448.342.029.216,-)

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan :

1) Semula Rp. 872.593.125.000,-

2) Berkurang Rp. (419.958.308.784,-)

Jumlah penerimaan

setelah Perubahan Rp.452.634.816.216,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 4.292.787.000,-

2) Bertambah Rp. 0,- (+)

Jumlah pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 4.292.787.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 448.342.029.216,-
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan
sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini a

.
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Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4
dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Oktober 2018

/ WALIKOT

? HENDRAR PRIHADI

EMARANG

)

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 70



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Uraian Jumlah Sebelum Jumlah Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan (Berkurang)
1 2 3 4 5
& PENDAPATAN 4.301.858.632.218 4.330.520.828.002 28.662.195.784
4 |1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.786.944.057.000 1.811.352.288.800 24.408.231.800
4|11 Hasil Pajak Daerah 1.200.570.000.000 1.238.450.000.000 37.880.000.000
4 1|1|01 Pajak Hotel 75.000.000.000 78.750.000.000 3.750.000.000
4 | 1| 1 [01]|02 |Hotel Bintang Lima 39.575.000.000 40.000.000.000 425.000.000
4 | 1| 1 |01]03 |Hotel Bintang Empat 11.175.000.000 12.500.000.000 1.325.000.000
4 | 1| 1 |01]04 |Hotel Bintang Tiga 13.200.000.000 14.400.000.000 1.200.000.000
4 | 1| 1 [01]0S5 |Hotel Bintang Dua 5.700.000.000 6.000.000.000 300.000.000
4 | 1| 1 |01]06 |Hotel Bintang Satu 1.700.000.000 2.000.000.000 300.000.000
4 | 1| 1[01]|07 |Hotel Melati Tiga 1.800.000.000 1.900.000.000 100.000.000
4| 1| 1]|01]|08|Hotel Melati Dua 300.000.000 320.000.000 20.000.000
4 | 1| 1|01]|09 |Hotel Melati Satu 200.000.000 255.000.000 55.000.000
4 | 1| 1|01} 12 |Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan 350.000.000 350.000.000 0
4 | 1| 1]01]|13|Wisma Pariwisata 575.000.000 575.000.000 0
41| 1 |01]16 |RumahKos 425.000.000 450.000.000 25.000.000
4|1 |1]|02 Pajak Restoran 137.000.000.000 142.000.000.000 5.000.000.000
41| 1|02]|01|Restoran 115.000.000.000 118.000.000.000 3.000.000.000
4 | 1| 1[02]03 |Kafetaria 14.000.000.000 16.000.000.000 2.000.000.000
4 (1| 1 |02]05 Katering /Jasa boga 4.000.000.000 4.000.000.000 0
4| 11| 1 |02]08 |Lesehan 4.000.000.000 4.000.000.000 0
4|1|1/|03 Pajak Hiburan 20.570.000.000 26.100.000.000 5.530.000.000

S >



Kode Uraian Jumlah Sebelum Jumlah Setelah Bertambah/
Perubahan Perubahan (Berkurang)
1 2 3 4 5
6 | 1| 7 |01]01|Pengembalian Modal disetor PDAM 0 25.000.000.000 25.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 872.593.125.000 452.634.816.216 (419.958.308.784)
6| 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.292.787.000 4.292.787.000 0
6| 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.292.787.000 4.292.787.000 0
62| 2|02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.292.787.000 4.292.787.000 0
6| 2 02 | 03 | PD BPR Bank Pasar 4.292.787.000 4.292.787.000 0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.292.787.000 4.292.787.000 0
PEMBIAYAAN NETTO (868.300.338.000) (448.342.029.216) 419.958.308.784
6|3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0 0

0

WALI

EMARANG ’

HENDRAR PRIHADI

A&




